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Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional 

Amandemen adalah perubahan suatu perjanjian internasional yang mengikat semua 

pihak. Sedangkan modifikasi adalah perubahan ketentuan-ketentuan tertentu terhadap 

pihak‐pihak tertentu. Secara garis besar, perjanjian internasional yang diamandemen 

harus mendapatkan persetujuan semua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, 

Tata cara amandemen perjanjian internasional diatur dalam pasal 39 Konvensi Wina 

1969 yaitu bahwa “Suatu perjanjian internasional dapat diamandemenkan oleh 

perjanjian di antara para pihak”. Dimana disebutkan bahwa segala ketentuan yang 

terdapat dalam perjanjian Internasional dapat diamandemenkan dengan syarat 

mendapatkan persetujuan pihak yang terikat. Apabila sebuah perjanjian multilateral 

internasional tidak mengatur mengenai peraturan amandemennya maka perjanjian 

internasional tersebut berlandaskan pada pasal 40 ayat 1-5 Konvensi Wina. 

Sedangkan modifikasi perjanjian internasional hanya membutuhkan persetujuan pihak 

yang terdampak akibat hukumnya. Modifikasi perjanjian internasional diatur dalam 

pasal 41 Konvensi Wina Syarat-syarat dalam melakukan modifikasi diatur dalam Pasal 

41 Konvensi Wina. Syarat syaratnya adalah sebagai berikut: 

1) Modifikasi yang disediakan oleh perjanjian; 

Contoh: Pasal 73 (2) Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler "tidak ada satu 

pun dalam konvensi ini yang akan menghalangi negara- negara untuk membuat 

perjanjian internasional yang menegaskan atau menambah atau memperluas atau 

memperkuat ketentuan- ketentuannya". 



 

 

 

2) Modifikasi tidak dilarang oleh perjanjian dan: 

a. tidak memberikan efek pada hak dan kewajiban dari pihak-pihak lain; 

b. Tidak mengganggu maksud dan modifikasi dilakukan oleh pihak-pihak tertentu 

dalam perjanjian internasional tersebut. 

 
Contoh perjanjian internasional yang diamandemenkan adalah perjanjian Paris 

tentang Perubahan Iklim yang diamandemenkan menjadi penambahan mekanisme 

pemantauan, pelaporan, dan verifikasi yang lebih kuat bagi negara-negara peserta. 

Contoh perjanjian internasional yang dimodifikasi adalah Perjanjian Lingkungan, 

Modifikasi perjanjian lingkungan internasional dapat melibatkan perubahan dalam 

target pengurangan emisi gas rumah kaca atau peningkatan kerjasama dalam 

perlindungan lingkungan. Contohnya, negara-negara dapat sepakat untuk 

menaikkan target pengurangan emisi dalam perjanjian perubahan iklim guna 

mengatasi masalah pemanasan global yang semakin parah. 

 
Dalam amandemen dan modifikasi syarat yang penting diperhatikan adalah 

kesepakatan pihak-pihak yang terikat. Jika tidak ada kesepakatan maka amandemen 

dan modifikasi dalam perjanjian internasional tidak berubah. 

 
Penundaan atau Penangguhan Atas Pelaksanaan Perjanjian Internasional 

Kesepakatan yang terjadi antara negara-negara yang dituangkan dalam suatu 

perjanjian internasional baik yang bilateral maupun yang multilateral, suatu saat 

karena adanya perubahan kepentingan atau keadaan yang dapat menyebabkan para 

pihak dalam perjanjian merasa perlu untuk mengakhirinya atau menundanya. Kita 

mengenal dalam hukum internasional cara-cara berakhirnya suatu perjanjian 

internasional yaitu: 



 

 

 

1. Sesuai dengan maksud dari perjanjian itu sendiri; 

2. Karena kehendak/kesepakatan para pihak; 

3. Punahnya salah satu pihak atau objek perjanjian dari para pihak; 

4. Sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; 

5. Tidak memungkinkan melaksanakan perjanjian; 

6. Adanya perjanjian baru yang menggantikannya; 

7. Adanya perubahan yang mendasar (rebus sic stantibus). 

 
A. Penundaan Bekerjanya Suatu Perjanjian 

1. Menurut Ketentuan dalam Perjanjian atau dengan Kesepakatan Para 

Pihak. 

Pasal 57: penangguhan suatu perjanjian internasional didasarkan pada 

ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian (57 a) atau adanya kesepakatan 

para pihak setelah berkonsultasi dengan negara perunding lainnya (57 b). Jadi 

menurut Pasal 57 dua hal yang diatur: 

1) Penangguhan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian. 

2) Adanya kesepakatan para pihak setelah berkonsultasi dengan negara 

perunding lainnya. 

Jadi menurut Pasal 57 penangguhan perjanjian dapat dilakukan apabila ada 

pernyataan dalam perjanjian. Dalam hal pengaturan itu tidak ada maka harus 

ada kesepakatan para pihak setelah berunding dengan negara perunding lainnya. 

 
Selain itu terdapat pula Pasal 27 dan Pasal 46 yang membahas tentang 

pengutamaan HI. Karena dalam Pasal 46 dinyatakan juga terkait Fundamental 

Change of Circumstances yang dapat dijadikan dasar negara untuk menunda 

atau berhenti dari Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan 

kepentingan/kondisi negara. 



 

 

 

2. Penundaan Bekerjanya Suatu Perjanjian dengan Persetujuan Pihak Pihak 

Tertentu. 

Menurut Pasal 58, maka dalam perjanjian multilateral dimungkinkan adanya 

penangguhan berlakunya perjanjian dengan persetujuan dengan pihak-pihak 

tertentu dalam perjanjian multilateral tersebut, untuk sementara waktu di antara 

mereka sendiri dengan syarat bahwa: 

(a) Kemungkinan penangguhan sementara itu ditentukan dalam perjanjian 

tersebut; atau 

(b) Penangguhan perjanjian tidak dilarang oleh perjanjian dan syaratnya: 

(i) Tidak berpengaruh terhadap hak dan pihak-pihak lainnya atau dalam 

melaksanakan kewajiban mereka; 

(ii) Tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perjanjian itu. 

Pasal 58 ayat (2): jika dalam perjanjian itu ada ketentuan penangguhan seperti 

yang ada dalam ayat (1a) maka para pihak yang akan menangguhkan 

berlakunya perjanjian itu akan memberitahukan pada pihak-pihak lainnya 

tentang maksud membuat kesepakatan dan ketentuan-ketentuan mana yang 

akan mereka tangguhkan. 

Dalam Pasal 58 ini perkataan ketentuan berada pada ayat (2), yang 

menentukan: “Unless in a case falling under paragraph 1 (a) the treaty 

otherwise provides, the parties in question shall notify the other parties of their 

intention to conclude the agreement and of those provisions of the operation of 

which they intend to suspend”. Shall notify akan memberi tahu dengan adanya 

kata shall (akan) ini menunjukkan bahwa pemberitahuan pada pihak peserta 

lain dalam perjanjian tidak wajib namun hanya fakultatif dan seolah-olah 

hanya merupakan kesopanan dalam pergaulan internasional. 

 
B. Pengakhiran Atau Penangguhan Bekerjanya Suatu Perjanjian Karena 

Adanya Pembuatan Perjanjian Baru 



 

 

 

Pasal 59 mengatur bahwa suatu perjanjian berakhir jika semua pihak membuat 

perjanjian baru mengenai inti masalah yang diatur dalam perjanjian lama. 

 
Menurut Pasal 59 ayat (1) a maka perjanjian baru itu dibentuk dari perjanjian 

lama, atau para pihak sepakat masalah yang diatur dalam perjanjian lama harus 

diatur kembali dalam perjanjian baru. 

 
Pasal 59 ayat (1) b : ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian baru 

tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat di perjanjian lama, namun 2 

perjanjian tersebut (yang baru dan yang lama) tidak dapat diberlakukan 

bersamaan. 

Pasal 59 ayat (2): perjanjian lama harus dianggap ditangguhkan bila hal itu 

nampak dari perjanjian yang baru atau hal itu ditetapkan sebagai kehendak para 

pihak. 

Pasal 59 ini mengatur adanya perjanjian baru yang mengatur masalah yang 

sama dengan perjanjian yang telah ada (baru). Dalam ketentuan Pasal 59 ini 

maka perjanjian yang baru dibentuk berdasarkan perjanjian yang lama atau para 

peserta pihak sepakat apa yang diatur dalam perjanjian lama diatur dalam 

perjanjian baru. 

Selanjutnya Pasal 59 ayat (1b) bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 

perjanjian baru tidak boleh bertentangan dengan perjanjian lama, perjanjian 

yang baru dan yang lama tidak dapat diberlakukan bersamaan. 

Pasal 59 ayat (2): mengatur bahwa perjanjian yang lama harus dianggap 

ditangguhkan bila hal itu diatur dalam perjanjian baru atau hal itu dapat 

diketahui dan kehendak para pihak peserta perjanjian untuk menangguhkan 

perjanjian lama. Untuk mengetahui kehendak para pihak dapat dilihat praktik 

sikap para pihak dalam melaksanakan perjanjian tersebut. 



 

 

 

C. Akibat Tertundanya Bekerjanya Suatu Perjanjian 

Pasal 72 mengatur tentang penundaan bekerjanya suatu perjanjian. Pasal 72 ayat 

(1) : kecuali jika perjanjian itu mengatur tentang penundaan atau adanya 

kesepakatan para pihak, maka penundaan perjanjian menurut konvensi: 

a. selama masa penundaan maka para pihak dilepaskan dari kewajiban untuk 

melaksanakan perjanjian dimana bekerjanya perjanjian itu ditunda; 

b. tidak berpengaruh terhadap hubungan hukum di antara para pihak yang 

terbentuk dari perjanjian. 

 
Pasal 72 ayat (2): selama masa penundaan para pihak tidak boleh melakukan 

tindakan-tindakan yang cenderung menghambat pemenuhan bekerjanya 

perjanjian. 


